
 

 
 

 
 
 

LEMBARAN DAERAH 
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO 

NOMOR 7 TAHUN 2009 

T E N T A N G  

PENYERTAAN MODAL PADA PIHAK KETIGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SAWAHLUNTO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan investasi dalam bentuk 

penyertaan modal, deposito atau bentuk 

lainnya sepanjang hal tersebut memberi 

manfaat bagi peningkatan pelayanan 
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masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas 

Pemerintah Daerah; 

b.  bahwa penyertaan modal yang dilakukan 

pemerintah daerah bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan/atau 

pelayanan masyarakat serta untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Pihak 

Ketiga. 

 

Mengingat   :  1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota 

Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) 

Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 

1990 tentang perubahan Batas Wilayah 

Kodya Daerah Tingkat II Sawahlunto, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / 

Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 

Solok (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3423); 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 4355); 

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang - Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 

125,  Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59,  Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4844); 
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8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota  

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 
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